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RINGKASAN

Pengaturan Presidensial Threshold secara yuridis diatur dalam Pasal 222 Undang-
Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang
merupakan ketentuan tambahan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan syarat
pengusungan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 6A ayat (2) Tahun 1945. Pesta
demokrasi Pemilihan Umum Serentak pada Tahun 2024 masih menyisakan
problematika yang berkelanjutan dari tahun 2008-2022 yakni ambang batas
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold). Para pembuat
Undang-Undang tersebut mematok ambang batas pencalonan paling sedikit 20%
dari jJumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada
pemilu DPR yang sebelumnya. Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) secara konstitusional
setiap partai politik yang telah lulus verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta
pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau dapat
diartikan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak
konstitusional (constitusional right) dari partai politik yang telah dinyatakan lulus
verifikasi dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum. Dengan
syarat ambang batas (presidential threshold) yang diambil dari suara Pemilihan
Umum anggota DPR terakhir (pemilu sebelumnya), justru dapat mereduksi atau
mengamputasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu khususnya partai
politik baru yang dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum namun tidak ikut
berpartisipasi pada pemilu terakhir (sebelumnya) salah satu partai baru yang
merasakan implikasi tersebut yaitu Partai Ummat. Akibat tidak ikut pemilu
sebelumnya maka partai politik baru tersebut kehilangan hak konstitusionalnya
yang seharusnya dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis politik
hukum presidential threshold terhadap hak partai politik dalam pemilu dan
implikasi presidential threshold terhadap partai politik dalam pemilihan umum di
Indonesia..

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian
deskriptif analitis, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan
tertentu atau hukum tertulis. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang digunakan
yakni deskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan
perundang-undangan (Statute approach), pendekatan analisis dan konseptual
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hukum (analitical & conceptual approach), pendekatan sejarah hukum (historical
approach). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber
bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang dianalisis
menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara
deskriptif analitis. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas
menggunakan metode analisis teks.

Secara historis, pengaturan presidential threshold bertujuan untuk mengatasi
masalah fragmentasi politik yang pernah terjadi di masa lalu, di mana terlalu banyak
partai politik yang mencalonkan presiden, sehingga sulit untuk membentuk
pemerintahan yang stabil. Pembuat undang-undang merespons kondisi ini dengan
menetapkan ambang batas yang cukup tinggi agar hanya partai-partai yang
memiliki dukungan signifikan di parlemen yang bisa mencalonkan presiden.
Namun, tantangan utama dalam penerapan presidential threshold adalah
memastikan bahwa ketentuan ini tidak melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi
dan hak asasi manusia, terutama hak setiap partai politik untuk berpartisipasi dalam
pemilihan presiden. Dalam praktiknya, sistem ini menuntut partai politik atau
koalisi partai untuk memperoleh dukungan signifikan dari pemilih pada pemilu
legislatif sebelum dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden,
hal ini seringkali memaksa partai-partai kecil, partai baru atau partai non parlemen
untuk berkoalisi dengan partai-partai besar demi mencapai ambang batas yang
ditentukan. Namun aturan tersebut justru membatasi hak konstitusional partai
politik dalam pemilu, terutama bagi partai-partai politik kecil atau independen yang
sulit mencapai ambang batas. Keberadaan presidential threshold untuk
menyederhanakan jumlah partai politik tidak dapat dibenarkan, sebab tidak
berkeadilan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Begitu juga dengan
Mahkamah Konstitusi yang selalu menegaskan bahwa ketentuan presidential
threshold merupakan open legal policy menciderai eksistensi Mahkamah Konstitusi
sebagai the guardian of constitution. Dengan demikian pemberlakuan presidential
threshold di Indonesia harus ditiadakan, sebab tidak memiliki relevansi, esensi dan
substansi sama sekali.

Implikasi hukum terhadap hak-hak konstitusional partai politik, baik partai politik
lama yang terbatasi haknya maupun partai politik baru yang kehilangan haknya
dalam pencalonan presiden, dan tidak dapat dipulihkan, karena UU pemilu tetap
dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan open legal
policy atau kebijakan hukum terbuka. Implikasi hukum tehadap prinsip kedaulatan
rakyat, yaitu terjadi pembatasan hak bagi rakyat memperoleh alternatif calon
presiden yang lebih banyak karena telah dipangkas melalui angka-angka threshold
yang menghalangi pencalonan presiden. Implikasi hukum terhadap asas keadilan
bagi partai politik, yaitu diskriminasi dan ketidakadilan bagi sebagian partai politik
peserta pemilu, karena ada partai yang dapat mengusulkan calon secara mandiri,
namun ada partai yang terpaksa harus berkoalisi, bahkan ada partai yang sama
sekali tidak dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden
meskipun telah resmi menjadi peserta pemilu. Bahwa kondisi ini menjadi sangat
tidak terhindarkan dan akhirnya tidak menyisakan ruang yang sama untuk partai



politik kecil untuk memperoleh hak yang sama di antara peserta pemilihan umum
yang dijamin oleh pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.
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ABSTRAK

Kata Kunci : Politik Hukum, Presidential Threshold, Hak Partai Politik.

Pada masa demokrasi saat ini pemilu merupakan representasi dari kedaulatan
rakyat. Partai Politik sebagai motor dalam perjuangan politik demokrasi dalam
kontestasi politik memiliki peran yang sentral. Pemilihan umum di Indonesia
mengenal syarat presidential threshold atau ambang batas yang harus di miliki oleh
partai politik atau gabungan partai politik jika ingin mengajukan calon presiden dan
wakil presiden. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan bagi partai politik
baru atau partai politik non parlemen. Dengan syarat ambang batas (presidential
threshold) yang diambil dari suara Pemilihan Umum anggota DPR terakhir (pemilu
sebelumnya), justru dapat mereduksi atau mengamputasi hak konstitusional partai
politik peserta pemilu khususnya parta politik baru yang dinyatakan sebagai peserta
pemilihan umum namun tidak ikut berpartisipasi pada pemilu terakhir
(sebelumnya). Maka dari itu, dalam peneliti ini penulis ingin mengkaji lebih dalam
terhadap hak partai politik dalam pemilihan umum serta aturan tentang relevansi
presidential threshold dalam pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum presidential threshold
terhadap hak partai politik dan implikasinya terhadap partai politik dan pemilu di
Indonesia.

Secara historis, pengaturan presidential threshold bertujuan untuk mengatasi
masalah fragmentasi politik yang pernah terjadi di masa lalu. Tantangan utama
dalam penerapan presidential threshold adalah memastikan bahwa ketentuan ini
tidak melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia, terutama
hak setiap partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Namun
aturan tersebut justru membatasi hak konstitusional partai politik dalam pemilu,
terutama bagi partai-partai politik kecil atau independen yang sulit mencapai
ambang batas. Keberadaan presidential threshold untuk menyederhanakan jumlah
partai politik tidak dapat dibenarkan, sebab tidak berkeadilan dan bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar.

Adapun implikasi positif dari ambang batas presiden yaitu yang mana aturan
tersebut berdampak terhadap dukungan mayoritas partai politik untuk pencalonan
presiden dan wakil presiden agar proses pemerintahan setelah pemilu dalam upaya
menjaga stabilitas pemerintahan dan efisien serta dapat memperkuat sistem
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pemerintahan presidensial. Adapan implikasi negatif dari penerapan ambang batas
terhadap partai politik yaitu berdampak terhadap eksistensi partai politik kecil,
partai politik baru atau partai politik non parlemen yang diharuskan berebut tempat
untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden
dan mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) dari calon yang diusung. Bahwa
kondisi ini menjadi sangat tidak terhindarkan dan akhirnya tidak menyisakan ruang
yang sama untuk partai politik kecil untuk memperoleh hak yang sama di antara
peserta pemilihan umum yang dijamin oleh pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.
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ABSTRACT

keywords : Politics of Law, Presidential Threshold, Political Party Rights.

In the current era of democracy, elections are a representation of people's
sovereignty. Political parties as a motor in the struggle for democratic politics in
political contestation have a central role. General elections in Indonesia recognize
presidential threshold requirements or thresholds that must be met by political
parties or combinations of political parties if they want to nominate candidates for
president and vice president. This is a form of injustice for new political parties or
non-parliamentary political parties. With the threshold requirement (presidential
threshold) being taken from the votes of the last General Election of members of
the DPR (previous election), it can actually reduce or amputate the constitutional
rights of political parties participating in the election, especially new political
parties that were declared as participants in the general election but did not
participate in the last election. (previously). Therefore, in this research the author
wants to examine in more depth the rights of political parties in general elections
as well as the rules regarding the relevance of the presidential threshold in
elections in Indonesia. Therefore, the aim of this research is to find out how political
the presidential threshold law affects the rights of political parties and its
implications for political parties and elections in Indonesia.

Historically, the presidential threshold setting aims to overcome the problem of
political fragmentation that has occurred in the past. The main challenge in
implementing the presidential threshold is ensuring that this provision does not
violate the basic principles of democracy and human rights, especially the right of
every political party to participate in presidential elections. However, this
regulation actually limits the constitutional rights of political parties in elections,
especially for small or independent political parties that have difficulty reaching
the threshold. The existence of a presidential threshold to simplify the number of
political parties cannot be justified, because it is unfair and contrary to the
Constitution.

The positive implications of the PT are that these regulations have an impact on the
support of the majority of political parties for the nomination of president and vice
president so that the government process after the election is an effort to maintain
government stability and efficiency and can strengthen the presidential government
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system. There are negative implications of the application of PT to political parties,
namely that it has an impact on the existence of small political parties, new political
parties or non-parliamentary political parties which are required to compete for a
place to join a large party in order to nominate a presidential candidate and get a
coattail effect from the candidate. which is carried. That this condition is very
unavoidable and ultimately does not leave equal space for small political parties to
obtain the same rights among general election participants guaranteed by article
22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
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